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Abstrak

Media sosial telah mengubah cara keluarga urban di Indonesia membangun identitas
mereka di ruang digital, terutama melalui praktik sharenting di platform seperti
TikTok dan Instagram. Praktik ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial, tetapi
juga menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan privasi anak, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini mengkaji konstruksi
identitas keluarga di media sosial melalui lensa sosiologi hukum, dengan fokus pada
performa digital, manajemen kesan, serta ketegangan antara nilai tradisional dan
global. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dan
analisis isi tematik (thematic content analysis) terhadap 28 literatur (24 jurnal dan 4
buku). Teori dramaturgi Erving Goffman digunakan sebagai kerangka utama untuk
mengeksplorasi representasi keluarga di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa media sosial berfungsi sebagai front stage untuk menampilkan citra ideal
keluarga, sementara konflik dan ketidakharmonisan (back stage) sering
disembunyikan. Konstruksi identitas ini dipengaruhi oleh algoritma platform, norma
sosial, dan tekanan budaya populer. Selain itu, negosiasi antara nilai lokal (seperti
keharmonisan keluarga) dan nilai global (seperti eksposur digital) memicu konflik
antargenerasi yang berpotensi mengganggu relasi internal. Implikasi penelitian ini
menekankan pentingnya literasi digital kritis bagi keluarga dalam mengelola
identitas online, serta perlunya regulasi hukum yang lebih adaptif untuk melindungi
privasi anggota keluarga, khususnya anak-anak.
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Pendahuluan

Perkembangan media sosial telah mengubah cara keluarga mempresentasikan
identitas mereka di ruang publik digital. Fenomena sharenting, di mana orang tua
aktif membagikan momen kehidupan anak di platform seperti Instagram dan TikTok,
menjadi salah satu contoh nyata (Pratiwi, Maulana, & Ismail, 2023). Praktik ini
seringkali dianggap sebagai ekspresi kasih sayang, namun juga menyimpan risiko
pelanggaran privasi, terutama bagi anak-anak yang belum mampu memberikan
persetujuan (Agustina, 2023). Tingginya penetrasi internet di Indonesia turut
memperparah kondisi ini. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (AP]JII,
2024) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta
jiwa. Angka ini mencerminkan betapa masyarakat, termasuk keluarga, semakin aktif
membagikan kehidupan pribadi di media sosial. Namun, eksposur berlebihan dapat
dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk tindakan seperti eksploitasi
data atau cyberstalking (AP]II, 2024).

Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga membentuk cara
keluarga mengonstruksi identitas mereka. Keluarga cenderung menampilkan konten
yang ideal (front stage), sementara konflik atau ketidakharmonisan (back stage)
disembunyikan (Melia & Mesra, 2025). Hal ini menciptakan kesenjangan antara citra
digital dan realitas, yang berpotensi memicu masalah psikologis seperti stres atau
kecemasan (Gordon, 2023). Regulasi seperti UU PDP dan UU ITE telah ada, tetapi
perlindungan hukum terhadap privasi keluarga di ruang digital masih lemah.
Misalnya, ketidakjelasan konsep "konsensus" dalam penggunaan data pribadi anak
menjadi celah yang sering dimanfaatkan (Agustina, 2023). Selain itu, perbedaan
generasi dalam keluarga juga memperumit situasi. Generasi tua yang cenderung
permisif sering berbenturan dengan generasi muda yang lebih kritis terhadap privasi
digital (Kusaini et al., 2024).

Studi-studi sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek psikologis dan komunikasi,
sementara kajian dari perspektif sosiologi hukum masih terbatas (Syakhrani &
Widijatmoko, 2024). Padahal, memahami konstruksi identitas keluarga di media
sosial melalui lensa hukum dan sosiologi penting untuk mengatasi dampak negatif
yang muncul. Terlebih, kehidupan urban dengan intensitas penggunaan media sosial
yang tinggi membuat keluarga semakin rentan terhadap penyalahgunaan data
(Kartono, 2023). Selain itu, tekanan untuk menampilkan citra keluarga yang
sempurna di media sosial dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius.
Penelitian oleh Merkas et al. (2024) menunjukkan bahwa upaya terus-menerus
mempertahankan kesan ideal di ruang digital berpotensi menyebabkan kelelahan
emosional dan rasa tidak otentik dalam hubungan keluarga. Hal ini diperparah oleh
budaya comparison di media sosial, di mana keluarga kerap membandingkan diri
dengan standar tidak realistis yang ditampilkan oleh orang lain (Frontiers in
Psychiatry, 2025).

68



© Savigny Law Journal
Vol. 1, No. 2, April 2025

Pada sisi lain, media sosial juga membuka peluang baru bagi keluarga untuk
memperkuat ikatan. Fitur seperti grup keluarga atau close friends memungkinkan
interaksi yang lebih privat dan bermakna (Khalili et al., 2024). Namun, manfaat ini
seringkali terabaikan karena dominasi konten yang berorientasi pada pencitraan
publik. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk menemukan keseimbangan
antara berbagi momen bahagia dan menjaga keintiman hubungan di luar dunia digital
(Qian, 2022). Peran literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.
Keluarga dengan pemahaman yang baik tentang privasi dan etika bermedia sosial
cenderung lebih mampu mengelola identitas digital secara sehat (Agustina, 2023).
Edukasi tentang batasan berbagi konten, pemahaman regulasi seperti UU PDP, serta
kesadaran akan dampak psikososial media sosial perlu diperkuat baik di tingkat
keluarga maupun komunitas.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi identitas keluarga di media sosial
dengan pendekatan sosiologi hukum, khususnya terkait perlindungan privasi dan
dampak regulasi digital. Teori dramaturgi Goffman digunakan untuk memahami
bagaimana keluarga mengelola kesan di ruang digital (Qian, 2022). Artikel ini
diharapkan dapat menjadi panduan bagi keluarga urban untuk lebih kritis dalam
menggunakan media sosial. Dengan pendekatan sosiologi hukum, analisis yang
disajikan tidak hanya mengungkap masalah, tetapi juga menawarkan solusi praktis
untuk membangun identitas digital yang lebih autentik dan terlindungi. Pada
akhirnya, media sosial seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan sumber konflik
dalam relasi keluarga.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis isi
tematik (thematic content analysis). Peneliti mengumpulkan dan menganalisis 28
literatur yang terdiri dari 24 jurnal dan 4 buku untuk mengeksplorasi konstruksi
identitas keluarga di media sosial, dengan teori dramaturgi Erving Goffman sebagai
kerangka utama. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-
tema kunci seperti performa digital, manajemen kesan, serta ketegangan antara nilai
tradisional dan global. Data yang diperoleh kemudian disintesis untuk memahami
dampak media sosial terhadap identitas keluarga, perlindungan privasi, dan implikasi
regulasi digital, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif dan relevan
dengan konteks sosiologi hukum.

Hasil dan Pembahasan
1. Media Sosial sebagai Panggung Publik Keluarga

Data dari APJIl (2024) menunjukkan bahwa 221,5 juta pengguna internet di
Indonesia aktif berbagi konten keluarga di platform seperti Instagram dan TikTok.
Fenomena ini mencerminkan transformasi budaya di era digital, di mana media sosial
telah menjadi panggung utama untuk menampilkan identitas keluarga. Analisis
tematik terhadap 28 literatur mengungkapkan bahwa 78% keluarga urban secara
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selektif menampilkan momen kebahagiaan (Sukarni et al., 2022), sementara konflik
domestik (back stage) sengaja disembunyikan (Melia & Mesra, 2025). Pola ini sesuai
dengan teori dramaturgi Goffman, yang menjelaskan bagaimana individu dan
keluarga secara strategis mengelola kesan di ruang publik digital. Studi Khalili et al.
(2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa algoritma platform
cenderung mendorong konten "keluarga ideal” melalui rekomendasi konten yang
viral, sehingga menciptakan siklus tekanan sosial untuk terus menjaga citra
sempurna.

Dampak dari praktik kurasi konten yang selektif ini cukup signifikan terhadap
kesehatan mental keluarga. Penelitian Merka$ et al. (2024) mencatat bahwa 62%
orang tua mengalami stres akibat tuntutan untuk terus menampilkan kehidupan
keluarga yang sempurna di media sosial, padahal realitas sehari-hari seringkali tidak
sesuai dengan citra yang ditampilkan. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan
pengguna media sosial untuk membandingkan kehidupan mereka dengan unggahan
keluarga lain, yang pada akhirnya dapat memicu kecemasan dan ketidakpuasan
dalam hubungan keluarga (Gordon, 2023). Temuan ini menggarisbawahi perlunya
kesadaran kritis dalam menggunakan media sosial, serta pentingnya literasi digital
untuk membantu keluarga menyeimbangkan antara ekspresi diri di ruang digital dan
kesejahteraan psikologis di kehidupan nyata.

2. Konstruksi Simbolik dan Self-Presentation

Analisis konten 500 unggahan keluarga Indonesia oleh Susilo et al. (2024)
mengidentifikasi tiga pola utama dalam konstruksi identitas digital: penggunaan
simbol religius (40%), gaya hidup modern (35%), dan aktivitas kolektif (25%).
Temuan ini menunjukkan bagaimana keluarga secara strategis memadukan nilai
tradisional dengan aspirasi kontemporer untuk menciptakan citra yang ideal. Qian
(2022) memperkuat hasil ini dengan menegaskan bahwa 67% keluarga sengaja
menggunakan "caption religius" seperti kutipan Al-Qur'an atau hadis untuk
meningkatkan validasi sosial, sekaligus menegaskan identitas moral mereka di ruang
publik. Strategi serupa juga terlihat dalam penggunaan fitur privasi platform;
penelitian MDPI (2022) mengungkapkan bahwa 45% responden memanfaatkan fitur
"close friends" di Instagram untuk membatasi audiens konten privat, menunjukkan
kesadaran akan pentingnya mengelola eksposur diri.

Namun, praktik kurasi konten yang terlihat "aman" ini menyimpan risiko
pelanggaran privasi, terutama terhadap anak-anak. Pembagian momen keluarga
tanpa persetujuan anak seperti foto sekolah, aktivitas sehari-hari, atau bahkan konten
yang tampak sederhana dapat melanggar Pasal 26 UU PDP tentang kewajiban
memperoleh persetujuan subjek data (Pratiwi et al., 2023). Ironisnya, meskipun 45%
keluarga membatasi eksposur konten (MDPI, 2022), hanya 12% yang secara eksplisit
meminta izin anak sebelum mengunggah (Agustina, 2023). Hal ini mencerminkan
paradoks dalam budaya digital keluarga Indonesia: di satu sisi ada upaya untuk
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menjaga privasi, tetapi di sisi lain, norma sosial dan tekanan untuk berbagi seringkali
mengabaikan hak anak atas data pribadi mereka.

Implikasi dari temuan ini bersifat multidimensi. Secara hukum, ketidakpatuhan
terhadap UU PDP berpotensi mengekspos anak pada risiko doxing atau eksploitasi
data (APJII, 2024). Secara psikologis, penelitian Merkas et al. (2024) mencatat bahwa
anak-anak yang tumbuh dengan "jejak digital" tanpa persetujuan cenderung
mengalami kecemasan akan identitas mereka di masa dewasa. Oleh karena itu,
solusinya tidak hanya terletak pada regulasi yang lebih ketat, tetapi juga pada literasi
digital yang menekankan etika berbagi konten keluarga khususnya pendidikan bagi
orang tua tentang hak privasi anak dan dampak jangka panjang dari sharenting.

3. Negosiasi Nilai Tradisional dan Global

Survei Syakhrani & Widijatmoko (2024) terhadap 300 keluarga wurban
mengungkapkan polarisasi generasi yang signifikan dalam penggunaan media sosial.
Temuan menunjukkan bahwa 58% generasi tua cenderung mempertahankan nilai-
nilai kekeluargaan tradisional dalam konten digital mereka, seperti menampilkan
kegiatan keagamaan bersama atau kumpulan keluarga besar sebagai bentuk
pelestarian budaya. Di sisi lain, 72% generasi muda lebih terbuka dalam
mengekspresikan individualitas melalui konten personal yang mencerminkan gaya
hidup modern (Nurhaliza & Savandha, 2025). Perbedaan pendekatan ini menciptakan
dinamika kompleks dalam konstruksi identitas keluarga di ruang digital, di mana
nilai-nilai kolektivitas berbenturan dengan ekspresi diri yang lebih liberal.

Ketegangan antargenerasi ini semakin nyata dalam penelitian Frontiers in Psychiatry
(2025), yang menemukan bahwa 65% remaja mengalami konflik dengan orang tua
mereka terkait perbedaan persepsi tentang batasan privasi di media sosial. Generasi
muda cenderung memandang unggahan pribadi sebagai hak individu, sementara
generasi tua masih menganggapnya sebagai bagian dari representasi keluarga yang
harus dikontrol. Lebih lanjut, studi Qian (2022) menambahkan bahwa 48% dari
konflik ini berpusat pada penggunaan platform seperti TikTok, di mana generasi
muda merasa lebih bebas berekspresi dibandingkan platform yang lebih "formal”
seperti Facebook yang lebih banyak digunakan orang tua. Fenomena ini
menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi arena representasi identitas,
tetapi juga medan pertarungan nilai antara tradisi dan modernitas dalam keluarga
urban kontemporer.

Pergesekan nilai ini memiliki implikasi nyata terhadap dinamika keluarga. Penelitian
Melia & Mesra (2025) mengungkapkan bahwa keluarga yang gagal menegosiasikan
perbedaan ini cenderung mengalami penurunan kualitas komunikasi sebesar 40%
dibandingkan keluarga yang mampu menemukan titik temu. Di satu sisi, generasi tua
merasa khawatir akan terkikisnya nilai-nilai luhur keluarga, sementara generasi
muda merasa hak berekspresinya dibatasi. Studi Kasus dari Jakarta dan Surabaya
(Nurhaliza & Savandha, 2025) menunjukkan bahwa 35% remaja memilih untuk
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membuat akun media sosial rahasia sebagai bentuk resistensi terhadap kontrol orang
tua. Situasi ini memerlukan pendekatan baru dalam literasi digital keluarga yang
tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembangunan pemahaman
antargenerasi tentang makna privasi, identitas, dan nilai keluarga di era digital.

4. Dampak Psikologis dan Relasional

Hasil empiris dari 15 studi global (Tariq et al, 2021; Wang et al, 2023)
mengungkapkan dampak yang mengkhawatirkan pada dinamika keluarga modern.
Data menunjukkan bahwa 54% interaksi keluarga mengalami gangguan akibat
fenomena phubbing (pengabaian orang lain karena fokus pada gawai), dimana
anggota keluarga lebih sering menatap layar daripada berkomunikasi secara
langsung (Liu et al,, 2024). Lebih memprihatinkan lagi, 48% orang tua mengaku
mengalami kecemasan dan tekanan psikologis ketika unggahan keluarga mereka
tidak mendapatkan cukup "likes" atau validasi sosial (Gordon, 2023), menunjukkan
betapa media sosial telah menggeser parameter kebahagiaan keluarga dari interaksi
nyata ke pengakuan digital. Penelitian longitudinal Kildare & Middlemiss (2017)
memperkuat temuan ini dengan mengungkap bahwa 60% anak merasa hubungan
dengan orang tua menjadi kurang autentik karena orang tua terlalu fokus pada
pembuatan dan pengelolaan konten digital dibandingkan interaksi tatap muka.

Dampak-dampak ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi berpotensi menimbulkan
konsekuensi jangka panjang terhadap struktur keluarga. Studi Merkas$ et al. (2024)
menemukan bahwa keluarga yang terpapar phubbing kronis mengalami penurunan
40% dalam kualitas komunikasi dan 35% dalam tingkat kepercayaan antar anggota
keluarga. Sementara itu, penelitian Wang et al. (2023) memperingatkan tentang efek
domino dari kecanduan validasi digital, dimana orang tua yang terobsesi dengan
unggahan sempurna cenderung mengabaikan kebutuhan emosional anak-anak
mereka. Temuan Frontiers in Psychiatry (2025) yang melibatkan 1000 remaja
menunjukkan bahwa 70% responden merasa orang tua mereka lebih peduli pada
citra digital daripada memahami masalah pribadi mereka. Kondisi ini
menggarisbawahi urgensi program intervensi keluarga yang tidak hanya fokus pada
pembatasan waktu layar, tetapi juga pada pembangunan kesadaran tentang
pentingnya kehadiran fisik dan emosional dalam hubungan keluarga di era digital.

5. Implikasi Hukum dan Perlindungan Privasi

Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengungkapkan tiga
celah regulasi yang signifikan dalam melindungi privasi keluarga di era digital.
Pertama, terkait persetujuan anak, penelitian Agustina (2023) menunjukkan bahwa
hanya 12% orang tua yang secara konsisten meminta izin anak sebelum membagikan
konten mereka di media sosial. Padahal, Pasal 26 UU PDP secara tegas menyatakan
bahwa penggunaan data pribadi anak memerlukan persetujuan dari subjek data atau
walinya. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat
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tentang hak privasi anak dalam lingkungan keluarga. Kedua, masalah eksploitasi data
semakin mengkhawatirkan. Data APJII (2024) mencatat bahwa 30% kasus doxing
(pembocoran data pribadi) di Indonesia melibatkan konten keluarga yang awalnya
dibagikan dengan maksud baik oleh orang tua. Ironisnya, banyak korban tidak
menyadari bahwa foto-foto keluarga yang tampak tidak berbahaya dapat
dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk tujuan yang tidak diinginkan. Celah
ketiga terletak pada ketidakjelasan sanksi, dimana UU ITE belum mengatur secara
spesifik tentang pelanggaran privasi dalam lingkup keluarga (Parwitaningsih et al.,
2022). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan
aturan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih
komprehensif. Beberapa langkah penting yang dapat diambil antara lain: (1)
penyusunan petunjuk teknis UU PDP yang secara khusus mengatur praktik
sharenting, (2) sosialisasi intensif tentang hak digital anak kepada orang tua melalui
lembaga pendidikan dan layanan kesehatan, serta (3) penguatan mekanisme
pengaduan untuk kasus pelanggaran privasi dalam keluarga. Pengalaman negara lain
seperti Perancis yang telah menerapkan "right to be forgotten" untuk konten anak-
anak bisa menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih protektif. Di tengah
maraknya budaya berbagi di media sosial, penting untuk menciptakan keseimbangan
antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum. Keluarga Indonesia perlu
menyadari bahwa setiap konten yang dibagikan tidak hanya berdampak pada citra
digital saat ini, tetapi juga membentuk jejak digital yang akan menyertai anak hingga
dewasa. Oleh karena itu, selain perbaikan regulasi, diperlukan perubahan paradigma
dalam masyarakat yang menempatkan hak privasi anak sebagai bagian dari tanggung
jawab pengasuhan yang tidak boleh diabaikan.

Kesimpulan

Media sosial telah menjadi panggung utama bagi keluarga urban di Indonesia untuk
mengonstruksi identitas digital melalui praktik sharenting, yang sering Kkali
menampilkan citra ideal (front stage) sembari menyembunyikan konflik (back stage).
Teori dramaturgi Goffman menjelaskan fenomena ini, di mana tekanan algoritma,
norma sosial, dan budaya populer memengaruhi representasi keluarga. Namun,
praktik ini menimbulkan risiko pelanggaran privasi anak, ketegangan antargenerasi,
dan dampak psikologis seperti stres serta kecemasan. Meskipun UU PDP dan UU ITE
telah ada, perlindungan hukum masih lemah akibat celah regulasi dan rendahnya
kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan meliputi: (1)
penyempurnaan regulasi khusus terkait sharenting, (2) peningkatan literasi digital
yang kritis bagi keluarga, dan (3) edukasi tentang hak privasi anak dan dampak
jangka panjang jejak digital. Dengan langkah-langkah ini, media sosial dapat
dimanfaatkan secara sehat tanpa mengorbankan keharmonisan keluarga dan
perlindungan privasi.
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